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Abstrak 

 

Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan, dan KualitasiPelayananiPajakiTerhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. iObjekiyangidigunakanidalamipenelitianiini 

adalahiwajibipajakiorangipribadiiyangiterdaftaridanimemilikiiNPWPisertaberdomisili 

di Kecamatan Cipondoh. Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, 

dengan sampel sejumlah 100 responden. Metode yang digunakan dalam pengambilan 

sampel ada accidental sampling, data yang digunakan ialah data primer menggunakan 

penyebaran kuesioner. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti 

menyimpulkanibahwa TaxiAmnesty daniSosialiasi Perpajakaniberpengaruh secara 

signifikan terhadap Kepatuhan WajibiPajak OrangiPribadi, sementara Kualitas 

PelayananiPajakitidak berpengaruhisecara signifikaniterhadap KepatuhaniWajib 

Pajak OrangiPribadi. 

  

I. PENDAHULUAN 

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki sangat banyak sektor yang perlu lebih ditingkatkan efektivitas 

kerjanya. Sektor-sektor tersebut meliputi sektor pendidikan, fasilitas, sosial, kesehatan, maupun ekonomi. Untuk 

dapat mewujudkan hal tersebut, pendapatan negara berperan penting sebagai sumber dana. Menurut (E. O. P. 

Damanik & Sriwiyanti, 2020) dalam Perpajakan, iPajak merupakanipungutan wajibinegara dariirakyat dan 

merupakanisalah satuisumber danaipemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan pusat dan daerah, 

seperti pembangunan fasilitas umum, pendanaan anggaranikesehatanidan pendidikan, serta kegiatan produksi 

lainnya. Dan menurut (Putri & Najicha, 2021), pajak iadalah isalah  satu  sumber ipendapatan iNegara  yangisangat 

berperanipenting untuk ikeberlangsungan  hidup isuatu  bangsaidan menjadi salah  satu  pengukur kemandirian 

terhadap suatuibangsa yaituiditunjukkanidenganiperananipajakidalam memberikanikontribusi  bagiikeuangan  yang  

tercermin idalam  APBNiataupuniAPBD. Pemungutan pajak bersifat memaksa karena pelaksanaannya ditetapkan 

oleh undang-undang. Berdasarkan data yang tertera pada Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan negara terbesar 

Indonesia berasal dari sektor pajak. Sebesar 73,4% pendapatan negara berasal dari pajak, sebesar 26,5% berasal dari 

pendapatan bukan pajak, dan sebesar 0,04% berasal dari hibah. Sektor pajak sangat krusial dan berperan penting 

bagi pendapatan negara, oleh karena itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan efektivitas kegiatan perpajakan di 

Indonesia. Karena dengan aktivitas perpajakan yang baik dalam suatu negara, akan berpengaruh besar pada 

pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya.  

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kesadaraan masyarakat Indonesia atas kegiatan perpajakan masih tergolong 

rendah. Menurut data yang diperoleh dari Kementrian Keuangan Indonesia (Kemenkeu), rasio kepatuhan pelaporan 

SPT Tahunan oleh Wajib Pajak dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan. Tahun 

2019 menunjukkan kenaikan sebesar 1,96% dari tahun 2018. Kemudian Kembali mengalami kenaikan pada tahun 

2020 sebesar 4,57%, dan pada tahun 2021 sebesar 6,44%. Setelah mengalami kenaikan konsisten selama 3 periode 

berturut-turut, rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2022 ternyata mengalami penurunan sebesar 0,87%. 

Sehingga, rata-rata rasio yang diperoleh selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 77,81%. Maka dapat disimpulkan 

bahwa rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT setiap tahunnya masih belum dapat dikatakan 

memuaskan. 

Namun di sisi lain, besarnya jumlah Wajib Pajak yang mengalami hambatan tersebut berbanding terbalik dengan 

jumlah penerimaan pajak pada 2 tahun terakhir yakni tahun 2021 dan 2022 yang telah melebihi target realisasi 

penerimaan pajak yang ditetapkan. Dimana pada tahun 2021 dan 2022 penerimaan pajak mencapai presentase 
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103,99% dan 114% dari target yang ditetapkan. Ketidak selarasan antara kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan 

pajak tersebut menunjukan bahwa diperlukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan rasio kepatuhan wajib 

pajak. 

Tax Amnesty telah diberlakukan sebanyak 4 kali di Indonesia. Dimana pelaksanaannya tidak selalu membuahkan 

hasil positif di awal, namun meningkat dratis pada kali terakhir pemberlakuan program fasilitas tersebut yaitu di 

tahun 2016. Berdasarkan data Laporan Tahunan DJP 2017, uang tebusan yang dicapai dalam pelaksanaan Tax 

Amnesty pada tahun 2016 mencapai Rp 114,54 triliun, dengan jumlah partisipan yang didominasi Wajib Pajak 

Orang Pribadi yaitu sebanyak 736.093 wajib pajak. 

Sosialisasi Perpajakan pada dasarnya merupakan penyebarluasan informasi seputar perpajakan yang dilaksanakan 

pihak berwenang untuk Masyarakat atau wajib pajak. Sosialiasi perpajakan dapat dikatakan sebagai sumber 

pengetahuan Masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi negara, yang kemudian dapat menjadi salah satu faktor 

timbulnya kesadaran pajak dalam diri individu wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. 

Di sisi lain, Kualitas Pelayanan Pajak berperan penting dalam menciptakan citra baik sektor perpajakan di mata 

masyarakat. Melalui pelayanan pajak yang berkualitas baik, akan timbul kepercayaan dan masyarakat akan merasa 

lebih dihargai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Tax Amnesty 

Menurut (W & Dharma, 2018), menyatakan bahwa Tax Amnesty merupakan: 

“Programipengampunanipajak yangidiselenggarakan olehipemerintah untukiwajib pajakimeliputi penghapusan 

pajakiyang seharusnyaiterutang, penghapusanisanksi administrasiiperpajakan, sertaipenghapusan sanksiipidana di 

bidangiperpajakan atasiharta yangidiperoleh pada tahun 2016 dan sebelumnyaiyang belumidilaporkanidalamiSPT, 

dengan caraimelunasi seluruhitunggakan pajakiyang dimilikiidan membayariuangitebusan”. 

Kemudian menurut  (S. K. Dewi & Merkusiwati, 2018), Tax Amnesty merupakan: 

“Pengampunanipajak atau taxiamnestyiadalah penghapusan pajak yang terutang serta penghapusan denda 

administrasi dan dendaipidana di bidangiperpajakan. Pengampunanipajak ini dilaksanakan dengan melakukan 

pengungkapan hartaidan membayariuangitebusan sesuai ketentuaniUndang-Undang Nomori11 Tahuni2006.” 

 

Sosialisasi Perpajakan 

 Sosialisasiiperpajakan merupakan dasar timbulnya pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan. Pengetahuan 

perpajakan yang dimiliki Masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi negara akan menimbulkan kesadaran dalam 

diri masing-masing individu wajib pajak untuk senantiasa melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Menurut (Irwansah & Akbal, 2018) menyatakan bahwa: 

“Sosialisasiiperpajakan merupakan penyebaran wawasan, i informasi, fakta, dan pengarahan terhadap masyarakat 

pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang segala hal 

mengenaiiperpajakanidaniundang-undangiperpajakan yangidilakukan olehiDirjen Pajakimaupun pihak lainiyang 

berwenang”. 

Menurut (Maxuel & Primastiwi, 2021) menyatakan yaitu: 

“Sosialisasiiperpajakan merupakan suatuiupaya atau kegiatan yangidilakukaniuntuk menyampaikan informasi 

mengenaiiperpajakan dengan bertujuaniagariseseorangiataupun kelompok memahami tentang pajak sehingga 

kepatuhaniwajibipajakiakan semakin meningkat”. 

 

Kualitas Pelayanan Pajak 

Pelayanan yang diberikan olehipetugasipajak kepada masyarakatiatau wajibipajak memegang peran penting 

dalam mewujudkan citra baik sektor perpajakan di mata masyarakat. Denganikualitasipelayananipajak yangibaik, 

masyarakat akan merasa lebih dihargai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Berdasarkan (Nafiah & Warno, 2018) menyatakan bahwa: 

“Pelayanan departemen perpajakan sendiri dapatidiartikanisebagaiipelayanan yang diberikanioleh Badan 

Administrasi Pajakikepada wajibipajak untukimembantu wajibipajak dalam memenuhiikewajibaniperpajakannya. 

Pelayanan perpajakan termasukidalamipelayananipublikikarena diselenggarakan oleh instansiipemerintah, dirancang 

untukimemenuhiikebutuhanimasyarakat dan dalam lingkup pelaksanaaniundang-undang tidakiberorientasi pada 

keuntungan atauiprofit”. 

Menurut (Bahri et al., 2019) menyatakan bahwa: 
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“Secaraisederhanaikualitas pelayananipajak adalahisuatu kondisiiyang berhubunganidengan produkidan jasa 

perpajakaniyang memenuhiiharapan dariiwajib pajak”. 

 

Kepatuhan Wajib Pajak 

 Seorang wajibipajak dikatakanipatuh apabila ia mempunyai kesadaran untuk memenuhiikewajibaniperpajakannya 

secara teratur dan tepatiwaktu tanpaiada paksaaniatau tekananidari pihak manapun. 

Menurut  (Dahrani et al., 2021) menyatakan bahwa: 

“Kepatuhaniperpajakanimerupakaniketaatan, itunduk, idan patuhiserta melaksanakaniketentuan perpajakan. Jadi 

wajibipajak yangipatuh adalahiwajibipajak yangitaatidanimemenuhi sertaimelaksanakan kewajibaniperpajakan 

sesuai dengan ketentuaniperaturan perundang-undanganiperpajakan”. 

Menurut (Pratama & Mulyani, 2019) menyatakan bahwa: 

“KepatuhaniWajibiPajak merupakan suatu perilaku yang ditujukan padaikesadaran seorangiWajibiPajak terhadap 

kewajibaniperpajakannyaidengan berlandaskaniperundang-undanganiyang telahiditetapkan”. 

 

Kerangka Penelitian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE 

Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis metode kuantitatif. Menurut (Soen & Jenni, 2022), metodeikuantitatifiadalah 

sebuahimetodeiyangimempergunakan bentukinumerik atauiangka sebagaiialat perhitungan, ipengukuran, irumus, 

dan kepastianidata untukimelakukan penelitianiempiris dalamiproposalipenelitian, kerjailapangan, proses, hipotesis, 

analisisidata, dan kesimpulanidata hinggaipenulisan. Penyebaranikuesioner dilakukaniguna mengumpulkanidata 

dalamipenelitian ini. 

 

Objek Penelitian 
 Objek yang diambil dalam penelitianiini adalahiWajibiPajakiOrangiPribadi yangiterdaftar dan memiliki NPWP 

serta berdomisili di Kecamatan Cipondoh. 

 

Teknik Pengumpulan Data 
 Jenisidata yang digunakanidalam penelitianiini adalahidata primeridan dataisekunder. (S. Dewi et al., 2020) 

mengemukakan bahwa, dataiprimeriadalah data yang diperolehisecarailangsung melaluiikuesioner atauiwawancara 

dengan narasumber. Dan (Sitoresmi, 2022) mengemukakan bahwa, Data sekunder adalah kumpulan informasi atau 

bersifat fakta yang telah ada dan dengan dikumpulkan kembali oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi data 

penelitian yang masih butuh dilengkapi. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara penyebaran 

Tax Amnesty (X1) 

Sosialisasi Perpajakan 

(X2) 

Kualitas Pelayanan 

Pajak (X3) 

KepatuhaniWajib 

PajakiOrangiPribadi 

(Y) 

H1

 

H2

 

H3

 

H4
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kuesioner, sedangkan data sekunder berasal dari kajian literatur, jurnal-jurnal, maupun media massa seputar topik 

pembahasan penelitian. 

 

Teknik Analisis Data 
1. Uji Kualitas Data 

Uji kualitas dataidilakukan guna mengetahuiiapakah data yang ada layakidigunakanidalamipenelitian. 

Menurut (Rajab et al., 2021), Ujiikualitasidata adalah ujiiyangidiisyaratkan dalam penelitianidengan metode 

penyebaran kuesioner, itujuannyaiagar dataiyang diperolehidari penyebaran kuesioner tersebut dapat 

dipertanggung jawabkan dan dipastikan kebenarannya. Uji kualitas data dalamipenelitian iniimeliputi Uji 

Reliabilitasidan UjiiValiditas. 

a. Uji Reliabilitas 

Menurut (Amanda et al., 2019), Uji Reliabilitas adalahipengujianiyangimemberi petunjuk sejauh 

manaisuatu alatipengukur dapat dipastikanikebenarannya, hasilipengujian akan berfungsiiuntuk 

menunjukkan sejauhimana hasilipengukuran itu tetapikonsisten bilaidilakukan lebih dari satu kali 

terhadapigejalaiyang sama, denganimenggunakan alatiukuriyangisama. Dengan kata lain, suatu 

kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila data dari satu orang responden terhadap pertanyaan-

pertanyaan dalam kuesioner bersifat konsisten. 

b. Uji Validitas 

Uji Validitasidigunakaniuntukimembuktikan apakah data kuesioner mampu mengungkapkan 

sesuatu yangiakan diukur. 

2. Uji Asumsi Klasik 

UjiiPersyaratanimerupakan pengujian atas data yang dilakukan denganitujuaniuntukimengetahui apakah 

dataiyangidiperolehitelah memenuhi syarat dengan teknik yang digunakan atau tidak, serta untuk 

mengetahui apakah analisis data untuk pengujian hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak. Sehingga Uji 

Asumsi Klasik dapat membuktikan apakah data yang diolah dapat mewakili populasi secara menyeluruh. 

Uji persyaratan yangidigunakanidalam penelitianiini terdiri dari; Uji Normalitas, iUji Multikolinearitas, 
idan UjiiHeterokedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas adalah pengujian data yang dilakukan guna mengetahui apakah data yang telah 

diperoleh atas variableibebas dan variableiterikat mempunyaiidistribusi normaliatauitidak. Data 

dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya > 0,05, dan apabila nilai siginfikansi 

< 0,05 makaidataitidakiberdistribusiinormal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahuiiapakahivariabel-variabel bebas dalamisuatu 

penelitian mengandung unsur-unsuriyangisama, dimana persamaan unsur seperti; aspek, indikator, 

dan dimensi, dalam variabel-variabel bebas yang diteliti tidaklah diperbolehkan karena dapat 

menyebabkan terjadinya bias dalam koefisien regresi (Widana & Muliani, 2020). Model regresi 

dengan nilai Variance Inflation Factor (VIF) i< 10 daninilai Tolerance > 0,10 makaitidakiterjadi 

gejala multikolinearitas, dan apabalia model regresi memiliki nilai VIF > 10 dan nilai Tolerance < 

0,10 makaiterjadiigejala multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahuiiapakah terjadiibias atauitidak 

dalamisuatuianalisisimodel regresi, dimanaibias atauipenyimpangan yangiterjadi dapat 

menyebabkan estimasiimodel yangiakan dilakukan menjadiisulit karena varianidata yangitidak 

konsisten (Widana & Muliani, 2020). Data dinyatakan tidak terjadi gejala Heteroskedasitas 

apabila titik-titik dalam diagram scatterplot tersebar ke atas, bawah, dan sekitaran angka 0, serta 

tidak menggumpal. 

 

 

3. Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis adalah salah satu pengujian yangidigunakaniuntuk mengujiikebenaran atas suatuipernyataan 

secara statistik untuk kemudian ditarik kesimpulannya apakah pernyataan tersebut akan diterima atau 
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ditolak (Anuraga et al., 2021). Uji Hipotesis dalamipenelitianiini terdiriidari Uji Analisis Linear Berganda, 

Uji Koefisien Berganda (R^2), Uji Signifikansi Parsial (Uji t), dan Uji F Simultan. 

a. Uji Analisis Linear Berganda 

Analisis  regresi  linier  berganda  digunakan iuntuk imenguji   pengaruh  dalam hipotesis secara  

bersamaan (simultan) dan  parsial (masing-masing bagian) antaraivariabel  independeniterhadap  

dependen (Aryani, 2020). Persamaan regresi linear yangidigunakaniadalah sebagai berikut: 

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

 

 

Keterangan: 

Y  : KepatuhaniWajibiPajakiOrangiPribadi 

α  : Konstanta 

b  : KoefisieniRegresi 

X1  : Tax Amnesty 

X2  : SosialisasiiPerpajakn 

X3  : Kualitas1Pelayanan1Pajak 

e   : Error 

b. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefiesien determinasiiadalah pengujian yang dilakukan guna mengukuriseberapa besar 

variabelibebas mampu menjabarkan variasi variabel-variabel terikat (B. E. Damanik, 2019). Nilai 

yang digunakan adalah antara 0 sampai 1. 

c. Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Uji t adalah pengujian yang dilakukan secaraiterpisah terhadap model regresi, tujuannya 

dilakukannya yaitu untuk mengetahuiisignifikansi peranisecaraiparsial antara variabelibebas 

terhadapivariabel terikatidengan menganggapibahwa variabelibebas lainnya bernilai sama dengan 

konstan (Ukhriyawati & Malia, 2018). Jika nilaiisignifikansiit < 0,05 makaidinyatakanivariabel 

independeniberpengaruh signifikaniterhadapivariabelidependen, dan juga sebaliknya. 

d. Uji F Simultan 

Uji F adalah pengujian yang dilakukan terhadapimodeliregresiisecara bersamaan, dan dilakukan 

guna mengetahuiipengaruhisemua variabelibebas yang ada secaraibersama-samai (simultan) 

terhadapivariabel terikat (Ukhriyawati & Malia, 2018). Pengujian iniidilakukanidengan mengacu 

pada nilai signifikansi F sebesar 0,05. 1. Jika nilai signifikansi F < 0,05 makaidinyatakan 

variabel-variabel bebasisecaraisimultaniberpengaruhisignifikaniterhadapivariabeliterikat, dan juga 

sebaliknya. 

 

IV. HASIL 

1. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil uji, Nilai R yang dihasilkan bertanda positif sebesar 0,660. Koefisien determinasi (Adjusted 

Rsquare) bernilai 0,417. Berdasarkan nilai yang didapat, tiga variabel independent memiliki pengaruh sebesar 

41,7% terhadapivariabelidependen, danisisanya sebesar 65,83% dipengaruhiiolehifaktor eksternal lainiyang 

tidak menjadi bagian penelitian. 

 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .660a .435 .417 3.064 

a. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X2, Total_X1 
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2. Hasil Uji Signifikan Simultin (Uji F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkanitabel diatas, nilaiisignifikansiisebesar 0.000 < 0.05 dan memiliki nilai Fihitungisebesar 24.642 > 

3.938 (nilai F tabel). Maka disimpulkan bahwa adanya pengaruh secara simultan atau hipotesis diterima, dengan 

arti Tax Amnesty, SosialisasiiPerpajakan, dan KualitasiPelayananiPajak berpengaruhisecara simultan terhadap 

KepatuhaniWajibiPajakiOrangiPribadi. 

 

3. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut adalah penjabaran hasil pengujian hipotesis berdasarkan table diatas: 

a. Variabel independen (X1) yaitu Tax Amnesty menghasilkan nilai Signifikan sebesar 0.000 < 0.05 serta 

nilai t hitungisebesar 6.699 > 1.984 (nilai t tabel). Maka dari itu, dapatidisimpulkanibahwa hipotesis 

diterima dan dinyatakan bahwa TaxiAmnesty berpengaruh signifikaniterhadapiKepatuhaniWajibiPajak 

OrangiPribadi. 

b. Variabel independen (X2) yaitu Sosialisasi Perpajakan menghasilkan nilai Signifikan sebesar 0.045 < 

0.05 serta nilai tihitung sebesar 2.035 > 1.984 (nilai t tabel). Maka dari itu, disimpulkanibahwaihipotesis 

diterima dan dinyatakanibahwa SosialisasiiPerpajakaniberpengaruhisignifikan terhadapiKepatuhan 

WajibiPajakiOrangiPribadi. 

c. Variabel independen (X2) yaitu Sosialisasi Perpajakan menghasilkan nilai Signifikan sebesar 0.342 > 

0.05 serta nilai t hitung sebesar 0.956 < 1.984 (nilai t tabel). Maka dari itu, disimpulkanibahwaihipotesis 

ditolak dan dinyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan KualitasiPelayananiPajakiberpengaruh 

terhadap KepatuhaniWajibiPajakiOrang Pribadi. 

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari 

hasil penelitian ini. Pertama, Tax Amnesty berpengaruh secaraisignifikan terhadap KepatuhaniWajibiPajakiOrang 

Pribadi. Kedua, SosialisasiiPerpajakan berpengaruh secaraisignifikan terhadapiKepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi. Ketiga, Kualitas Pelayanan Pajak tidakiberpengaruhisecara signifkan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi. Dan yang keempat, Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh 

secaraisignifikan terhadapiKepatuhan WajibiPajak Orang Pribadi secara bersamaan. 

Selanjutnya, dengan hasil penelitian yang telah dikemukakan, peneliti dapat menyarankan beberapa hal berikut 

ini: Pertama, untuk aparat pemerintahan yang berwenang atas pajak dapat mempertimbangkan untuk kembali 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.936 3.434  1.437 .154 

Total_X1 .574 .086 .586 6.699 .000 

Total_X2 .188 .092 .157 2.035 .045 

Total_X3 .091 .096 .084 .956 .342 

a. Dependent Variable: Total_Y 

 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 694.042 3 231.347 24.642 .000b 

Residual 901.268 96 9.388   

Total 1595.310 99    

a. Dependent Variable: Total_Y 

b. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X2, Total_X1 
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menerapkan program Tax Amnesty mengingat dampak positif yang telah diberikannya pada kali terakhir 

pelaksanaan. Kedua, kepada Kantor Pelayanan Pajak diharapkan untuk dapat meningkatkan pemberian sosialisasi 

kepada masyarakat mengenai perpajakan baik dalam bentuk kegiatan maupun melalui media massa. Ketiga, untuk 

Kantor Pelayanan Pajak, diharapkan untuk mengambil alih kembali pelayanan kepada wajib pajak dengan baik 

dalam upayaimeningkatkan kepatuhaniwajibipajak dalam melaksanakanikewajibaniperpajakannya. 
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